LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan terkait nama, tempat tanggal lahir dan umur, no telepon,
pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat.

. Apakah bapak mengetahui peran orang tua terhadap pernikahan anak?

. Apakah bapak mengetahui batasan usia menikah menurut UU No. 16 Tahun
20197

. Apakah bapak mengetahui dampak dari pernikahan di bawah umur?
Bagaimana menurut bapak dengan peran orang tua dalam meminimalisir
perkawinan di bawah umur terkait UU No 16 Tahun 2019

. Apakah menurut bapak peran orang tua berpengaruh terhadap peningkatan

ataupun penurunan angka perkawinan di bawah umur?
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Nama

Tempat tanggal lahir
Agama

Kebangsaan

Status Pernikahan

Alamat

Pendidikan

Pengalaman
Ayah
Pekerjaan

Alamat

Ibu

Pekerjaan

Alamat

Saudara
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RIWAYAT HIDUP

: Muhammad Assyifa

. Anjir Muara, 02 Oktober 1998
> Islam

: Indonesia

: Belum Menikah

: JI. Trans Kalimantan KM.23 Desa Beringin Jaya

RT.02/RW.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala

Prov. Kalimantan Selatan

a. Madrasah Ibtidayah Anjir Muara
b. MTSN Barito Kuala

c. Madrasah Aliyah Hidayatulla Martapura

: Anggota P2DP ke X1 tahun 2014
: Jakfar
. Petani

- JI. Trans Kalimantan KM.26 Anjir Muara Kota Tengah

Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan selatan

:Erna
: Petani

: JI. Trans Kalimantan KM.23 Desa Beringin Jaya

RT.02/RW.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala

Prov. Kalimantan Selatan

: Tiga ( 3 Orang)
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Keterangan:

Bersama Bapak Muhammad Ghazali
Tanggal 7 September 2022
Bertempat di depan rumah kepala desa
Jalan Mesjid No 24 Desa Pesayangan



Keterangan:
Bersama Baoak Muhammad Igbal, S.Pd
Tanggal 9 September 2022 bertempat di rumah beliau
Komplek Berlian Desa Bincau
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Keterangan:
Bersama Bapak Pahrurraji, S.Ag.
Tanggal 12 September 2022
Di KUA Kec. Martapura Kota
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Keterangan:
Bersama Ibu Ibu Wardina
22 September 2022
Bertempat di deoan rumah beliau
Di Desa Bincau
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Bersama Ibu Rini Agustinah dan Bapak Erwan Manshor. Sp
25 September 2022
Di Kelurahan Tanjung Rema Darat
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PRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Menimbang:

Mengingat:

TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan

dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan
akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar
anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak
pendidikan, dan hak sosial anak;

bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV
12017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

1. Pasal 5ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;


https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

88

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria
dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi
kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai
bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat
kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan
perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau
kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan
mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:


https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974
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Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan
perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap
dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 11
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

cap dan ttd.

Lydia Silvanna Djaman


https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974
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KECAMATAN M,
1. Sekumpul Ujung No. 01 Bincau M

1o \
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